ABSTRAK

Muhammad Agung Nugroho 126103213309, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku
Aksi Vandalisme Dalam Perspektif Peraturan Daerah Trenggalek Nomor 3
Tahun 2019 Dan Fiqih Siyasah, Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung. Dengan dosen pembimbing : Satrio Wibowo.,
M.H.

Maraknya aksi vandalisme di Kabupaten Trenggalek menimbulkan
pertanyaan tentang efektifitas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019
pencegahan dan penerapan sanksi pada kasus vandalisme. Penelitian ini menguji
implementasi sanksi yang ada, yang belum sepenuhnya menciptakan efek jera.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi
terhadap pelaku vandalisme di Kabupaten Trenggalek, menilai efektivitasnya, serta
menganalisisnya dari perspektif figh siyasah. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui
wawancara dengan Penegak peraturan daerah (Satpol PP) dan pelaku vandalisme,
serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku
vandalisme di Trenggalek masih terbatas pada sanksi administratif ringan, seperti
teguran, kewajiban mengecat ulang, dan ganti rugi. Sanksi pidana sebagaimana
diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 belum pernah diterapkan. Hal ini
disebabkan oleh sulitnya menangkap pelaku secara langsung dan lemahnya
pengawasan. Dari sisi efektivitas, sanksi yang diberikan bersifat edukatif namun
belum menimbulkan efek jera.

Dalam perspektif figh siyasah, vandalisme termasuk ifsad fi al-ardh
(perbuatan merusak di muka bumi) yang merugikan kepentingan umum. Sanksi
administratif sejalan dengan konsep ta zir karena menuntut pelaku bertanggung
jawab, tetapi apabila tidak efektif, figh siyasah membolehkan penguasa
memperberat sanksi demi kemaslahatan.

Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Perda Trenggalek Nomor 3
Tahun 2019 masih belum efektif sepenuhnya, baik dari perspektif hukum positif
maupun figh siyasah. Diperlukan kombinasi strategi berupa penegakan hukum yang
lebih tegas, peningkatan pengawasan, serta penyediaan ruang ekspresi seni yang
legal agar aksi vandalisme dapat diminimalisasi.
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ABSTRACT

Muhammad Agung Nugroho (126103213309). The Implementation of Sanctions
Against Acts of Vandalism in the Perspective of Trenggalek Regional
Regulation No. 3 of 2019 and Figh Siyasah. State Islamic University (UIN)
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Advisor: Satrio Wibowo, M.H.

The rise of vandalism in Trenggalek Regency raises questions about the
effectiveness of Regional Regulation (Perda) No. 3 of 2019 in preventing and
enforcing sanctions against vandalism cases. This study examines the
implementation of existing sanctions, which have not yet succeeded in creating a
deterrent effect.

The purpose of this research is to determine how sanctions are applied to
perpetrators of vandalism in Trenggalek Regency, to assess their effectiveness, and
to analyze them from the perspective of figh siyasah (Islamic political
jurisprudence). The research uses a qualitative method with a juridical-sociological
approach. Data were collected through interviews with local law enforcers (Civil
Service Police Unit) and perpetrators of vandalism, as well as documentation, and
analyzed using a descriptive-analytical method.

The findings show that the application of sanctions to vandalism
perpetrators in Trenggalek is still limited to minor administrative penalties such as
warnings, repainting obligations, and compensation. Criminal sanctions as
stipulated in Perda No. 3 of 2019 have never been implemented. This is due to the
difficulty of catching offenders directly and weak supervision. In terms of
effectiveness, the sanctions are educational but have not yet created a deterrent
effect.

From the figh siyasah perspective, vandalism falls under ifsad fi al-ardh
(acts of corruption or destruction on earth) that harm public interests.
Administrative sanctions align with the concept of 7a zir as they require offenders
to take responsibility; however, if proven ineffective, figh siyasah allows the
authority to impose stricter penalties for the sake of public welfare.

The conclusion of this study is that the implementation of Trenggalek
Regional Regulation No. 3 of 2019 is not yet fully effective, both from the
standpoint of positive law and figh siyasah. A combination of strategies such as
stricter law enforcement, improved supervision, and the provision of legal artistic
expression spaces is needed to minimize acts of vandalism.

Keywords: Vandalism, Trenggalek Regional Regulation No. 3 of 2019, Sanctions,
Figh Siyasah
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